PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 50 TAHUN : 1991 SERI : D NO.

50

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

PENDAPAT-

AN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH

TINGKAT 1

BALI TAHUN ANGGARAAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I BALI,

Menimbang :

Mengingat

bahwa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerab Tingkat I Bali Tahun
Anggaran 1989/1990 tanggal 31 Maret
1990 yang dibuat oleh Kepala Daerah,
perlu di-tetapkan dengan Peraturan
Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta
hun 1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun



1958 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Teng-gara Timur
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;
Tambah-an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lem
baran Negara Republik IndonesiaTahun 1975
Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pen-
dapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPer-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone
sia Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No
mor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pa-
ngan bagi Pegawai Negeri dan Penerima
Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai
Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus
serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No
mor 22 Tahun 1984 tentang Tatacara Pe
nyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan
Pensiunan Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Ke
uangan Daerah dan Penyusunan Perhitung-
anhAnggaran Pendapatan dan Belanja Dae
rah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11
Tahun 1978 tentang Pelaksanaan
Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan Material
Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dal am Negeri
Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelola—an Barang
Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 1
Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata
Administrasi Bendaharawan Daerah ;



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2
April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual
Administrasi keuangan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
17 Desember 1980 Nomor 020-595
tentang
Manual Administrasi Barang
Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang
Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisasian = Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Negara ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
18 September 1985 Nomor 903-
1316 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal
19 September 1985 Nomor 903-
1319 tentang
Penyempurnaan Keputusan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984
tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Be

lanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal

3 Maret 1986 Nomor 903-269
tentang Pe
nyempurnaan Bentuk dan Susunan
Tata

Usaha Keuangan Daerah serta
Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

18.Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
11 April 1987 Nomor 903-379 Tahun 1987
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan
Sistim  Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pe-
tunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Dae
rah ;

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Kota Administratif;



20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

21.

22.

23.

24.

903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan
Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah,
menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wa-
kil Kepala Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurna
an Bentuk dan Susunan Pendapatan Dae
rah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
15 April 1989 Nomor 903.61-302 Tahun 1989
tentang Pengesahan  Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Tahun Anggaran 1989/1990 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
5 Desember 1989 Nomor 903.61-947 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun Anggaran 1989/1990 ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali tanggal 4 Maret 1989 Nomor 1 Tahun
1989 tentang Penetapan Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1989/1990 ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat
kat I Bali Nomor 7 Tahun 1989
Tanggal 28 September 1989 tentang
Penetapan Per-ubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Ta-hun
Anggaran 1989/1990 ;

26. Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Nomor
18/KPTS/DPRD/1978  tanggal 29
Desember 1978 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri

tanggal 16 Januari 1989 Nomor
903/224/PUOD tentang
Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran1989/1990;

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi
dalam Sidang Pleno Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pro
pinsi Daerah Tingkat I Bali pada
tanggal 19 Juni 1990.



Dengan. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I  BALI
TENTANG PENETAPAN  SI-SA
PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH PROPINSI = DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitung-an
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1989/1990 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan .............. Rp. 112.597.890.588,56

2. Perhitungan Anggaran
Belanja :

a. Rutin _ |.. Rp. 75.850.353.992,86
b. Pembangunan Rp. 25.739.423.676,22

Rp. 101.589.777.669,08

3. Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Dae-
rah berlebih sejumlah Rp. 11.008.112.919,48

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1989/1990 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan :

a. Pendapatan :
- Pendapatan.. Rp. 24.402.765.764,13

b. Belanja :

- Rutin....... Rp. 22.339.426.213,28
- Pembangunan Rp. -

Rp. 22.339.426.213,28

c. Sisa Perhitungan
Urusan Kas dan Per
hitungan berlebih se-



besar............... Rp. 2.063.339.550,85

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Urusan
Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1dan Pasal 2
tersebut di atas dimuat dalam Lam-piran C 1.

DEWAN PERWAKILAN Denpasar, 19 Juni 1990.
RAKYAT GUBERNUR KEPALA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
DAERAH BALI,
TINGKAT I BALI
KETUA, ted.
ttd. OKA.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor : 903.61-835 tanggal : 4
Oktober 1990 Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Nomor : 50 tanggal : 3Uanuari
1991 Seri : D Nomor : 50

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP : 010049857.







